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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala
limpahan rahmat dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan
penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka rencana
kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mutlak
diperlukan. Guna membangun persepsi dan komitmen dilingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam rangka
meningkatkan perencanaan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya,
maka dilaksanakan perubahan penyusunan Rencana kerja (Renja) yang
berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 dan
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja sangat penting dalam upaya mencapai misi, tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja pada dasarnya adalah
indikator sasaran pada tiap-tiap kegiatan yang akan mendukung pencapaian
sasaran atau apakah outcome tersebut sesuai dengan sasaran yang
diinginkan. Apabila telah sesuai maka selanjutnya adalah besarnya target
sasaran dan anggaran yang diperlukan pada tahun yang akan datang.

Dan akhirnya kami menyadari bahwa penyusunan renja ini masih terdapat
kekurangan-kekurangan oleh karena itu kami mengharapkan masukan-
masukan dari semua pihak untuk penyempurnaan renja ini.

KETAPANG, 7 DESEMBER 2022

‘."/ Utama Muda
2FH0705 199203 1 018

e ————— .
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BAB 1
PENDAHULUAN

H 1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan
pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang
keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan
masyarakat.

Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa |
Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan
perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua
bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik
Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan
pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang perlu '
memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya'
integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar
waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan
nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk
kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun
perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang |
disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa
jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana |
pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. |
Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan

> pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota
di wajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka |
Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

e —————
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Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Ketapang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

G Nomor : 12 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Ketapang. Serta mengacu pada Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa Tahun 2021-2026, dimana dokumen tersebut merupakan bentuk
pelaksanaan teknis dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Dengan memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Ketapang menyusun Rencana Kerja Tahun 2024. Penyusunan Renja
Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD 2021-2026, Renja
SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai
dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.

# |
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1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2024 yaitu : _
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, |
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);

3, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

4, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor |
125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )
Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844 );

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah |
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438];

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan |
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik indonesia
Nomor 4578);

e —————————
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9. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian
urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi,Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4743);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata
cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 4817);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun  2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);

13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tantang
Tahapan,Tata cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan'
Peraturan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,
RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang'
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718];

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

e ———————————————
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
. dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan |
Keuangan Daerah;

19. Kepmen 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan !
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ketapang Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun
2016 Nomor 52);

23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan |
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang
Tahun 2016 Nomor 10);

24, Peraturan Daerah Kabupaten ketapang Nomor 3 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 95); '

e
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25. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang Tahun 2023.

26. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 86 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

w
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1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan |
dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2022, dan
perencanaan program / kegiatan yang dilaksanakan dalam Rencana |
Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan |
Pemerintahan Desa tahun 2024.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah :

1. Tersedianya dokumen yang dijadikan dasar penyusunan KUA PPAS E
dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

2. Sebagai dasar pengusulan program / kegiatan yang akan dibiayai
APBD Kabupaten Ketapang Tahun 2024.

#
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1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN
BAB1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penyusunan
BAB Il EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu
dan Capaian Renstra
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD
s.d Tahun 2022
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah |
Kabupaten Ketapang
2.3, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Tabel 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun
2022
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku
Kepentingan Tahun 2024
BAB Il TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
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BAB 11
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN LALU (2021) DAN
CAPAIAN RENJA TAHUN BERJALAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan
yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2024 serta
Capaian dan Evaluasi Program / Kegiatan Tahun 2022.

A. Capaian tahun berjalan dan Evaluasi Program dan / Kegiatan

Tahun 2022
Pada Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan |

Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang menerima anggaran berupa
Belanja Langsung setelah perubahan sebesar Rp. 25.662.574.518,00
yang dialokasikan untuk pelaksanaan 5 program dan 11 kegiatan
dengan sub kegiatan 31. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar
Rp 24.261.252.030,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan
capaian kinerja keuangan sebesar 94,54%. Adapun program kegiatan
yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /
Kota
1.1Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

1.1.1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Target fisik sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan
perangkat daerah Tahun 2022, dengan realisasi fisik 99,95%
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar
Rp.27.019.270,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 26.987,500,00 atau 99,88%

”
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1.1.2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 1 dokumen RKA, dengan
realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD sebesar Rp. 9.860.092,00 dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 9.437.000,00 atau
95,71%

1.1.3. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-
SKPD

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 1 dokumen perubahan
RKA, dengan realisasi kinerja 100%, Sub kegiatan ini mendapat
alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 8.886.707,00 dengan |
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 8.712.500,00 atau
98,04%

1.1.4. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 3 dokumen capaian kinerja
dan realisasi kinerja, dengan realisasi kinerja 100%. Sub
kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar |
Rp. 32.789.732,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 26.584.500,00 atau 81,08%.

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Target kinerja sub Kkegiatan ini adalah jumlah orang yang
menerima gaji dan tunjangan : 40 ASN, dengan realisasi kinerja
100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 4.946.650.164,00 dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 4.770,397.641,00 atau 96,44%

1.2.2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 8 dokumen hasil
penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, dengan realisasi
kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana
APBD sebesar Rp. 183.600.000,00 dengan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 183.600.000,00 atau 100%

1.2.3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir
tahun SKPD

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 1 dokumen laporan

keunagan akhir tahun, dengan realisasi kinerja 100%. Sub
kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar

Rp. 17.318.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar

Rp. 17.183.500,00 atau 99,28%.

ﬂ
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1.2.4. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan
bulanan/triwulanan/semesteran SKPD

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 3 dokumen laporan
keuangan bulanan/triwulan/semeteran, dengan realisasi kinerja
100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD |
sebesar Rp. 17.057.125,00 dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 17.010.500,00 atau 99,73%

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.2. Sub kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi
kepegawaian

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 3 dokumen laporan
kepegawaian, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini
mendapat  alokasi dukungan dana APBD  sebesar
Rp. 9.206.921,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 9.052.968,00 atau 98,33%

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 3 komponen instalasi
listrik, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat
alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 9.992.100,00 atau
99,92%

1.4.2. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 13 jenis bahan logistik
kantor, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini
mendapat alokasi  dukungan dana  APBD sebesar
Rp. 115.749.234,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 115.600,920,00 atau 99,87%

1.4.3. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

Target kinerja sub kegiatan ini adalah barang cetak 59.286
lembar, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini
mendapat alokasi dukungan dana  APBD sebesar
Rp. 34.834,950,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 34.834.500,00 atau 100%

“
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1.4.4, Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Target kinerja sub kegiatan ini adalah 5 jumlah bahan bacaan,
dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD sebesar Rp. 9.600.000,00 dengan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 4.230.000,00 atau 44,06%

1.4.5. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi SKPD

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 60 dokumen hasil
koordinasi, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini
mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.
350.080.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
341.574.354,00 atau 97,57%

1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1. Sub kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas
atau kendaraan dinas jabatan

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 1 unit kendaraan dinas
roda 4, 2 unit kendaraan dinas roda 2, dengan realisasi kinerja
100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 450.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 432.690.000,00 atau 96,15%

1.5,2. Sub kegiatan pengadaan mebel

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 40 unit pengadaan mebel
meja kursi, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini
mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.
25.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
25.000.000,00 atau 100%.

1.5.3. Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung
kantor atau bangunan lainnya

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 10 unit pengadaan
peralatan kantor, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini

mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.

60.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.

59.238.500,00 atau 98,73%

1.6. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 1.648 lembar materai
untuk surat menyurat, dengan realisasi kinerja 100%. Sub
kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.
10.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
10.000.000,00 atau 100%

ﬂ
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1.6,.2. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 3 jenis rekening yang
terbayarkan, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini
mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.
180.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
70.042.219,00 atau 38,91%

1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

1.7.1. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya
pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau
kendaraan dinas jabatan

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 11 unit kendaraan dinas
yang terpelihara, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini
mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.
250.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
194.850.192,00 atau 77,94%

1.7.3. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan
prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 80 unit pemeliharaan
sarana dan prasarana gedung kantor, dengan realisasi kinerja
50%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 30.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 12.944.408,00 atau 43,15%

1.7.1. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan
prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 87 unit pemeliharaan
sarana dan prasarana pendukung gedung kantor, dengan
realisasi kinerja 80%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD sebesar Rp. 25.000.000,00 dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 14.200.000 atau 56,80%

2. Program Penataan Desa
2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa
2.1.1. Sub Kegiatan pembentukan, penghapusan,
penggabungan dan perubahan status desa

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 5 dokumen fasilitasi
pemekaran desa, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini
mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.
750.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
712.275.717,00 atau 94,97%

ﬂ
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kab.Ketapang 15




2.1.2.8ub Kegiatan fasilitasi tata wilayah desa

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 5 dokumen fasilitasi batas
desa, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat
alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 1.293.048.412,00
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 1.196.855.559,00
atau 92,56%

2.1.3.Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 2 dokumen hasil kegiatan
TMMD dan karya bhakti TNI, dengan realisasi kinerja 100%. Sub
kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.
7.584.045.556,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. |
7.512.313.076,00 atau 99,05%.

3.Program Peningkatan Kerja Sama Desa
3.1. Kegiatan fasilitasi kerja sama antar desa

3.1.1 Sub kegiatan fasilitasi kerja sama antar desa dalam
kabupaten/kota

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 12 dokumen kerja sama
desa, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat |
alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 300.000.000,00
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 219.514.000,00
atau 73,17%.

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

4.1. Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
administrasi pemerintahan desa

3.1.1 Sub kegiatan fasilitasi penyelenggaraan administrasi
pemerintahan desa

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 100 dokumen data
administrasi desa, dengan realisasi kinerja 180%. Sub kegiatan
ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.
3.818.089.683,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
3.414.688.102,00 atau 89,43%

3.1.2. Sub kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum desa

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 7 perbup tentang desa,
dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD sebesar Rp. 167.990.819,00 dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 167.957.768,00 atau
99,98%
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3.1.3. Sub kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan
pembangunan desa

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 1 dokumen hasil kegiatan
perencanaan kawasan pedesaan, dengan realisasi kinerja 100%.
Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar
Rp. 90.586.198,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
81.273.779,00 atau 89,72%

3.1.4. Sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 100 dokumen desa yang
melakukan infutan dana desa ke aplikasi siskeudes, dengan
realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD sebesar Rp. 247.096.160,00 dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 244.758.185,00 atau
99,05%.

3.1.5. Sub kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 4 dokumen pelatihan desa
yang melakukan infutan dana desa ke aplikasi siskeudes, dengan
realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD sebesar Rp. 248.919.970,00 dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 248.057.786,00 atau
99 ,65%.

3.1.6. Sub kegiatan pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa
dan lembaga kerjasama antar desa

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 108 bumdes terbentuk,
dengan realisasi kinerja 141%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD sebesar Rp. 1.300.000.000,00,00 dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 1.291.524.700,00 atau
99,35%.

3.1.7. Sub kegiatan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan
dan pemberhentian kepala desa

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 91 desa yang ikut pilkades, |
dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD sebesar Rp. 236.273.000,00 dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 185.986.178,00 atau
78,72%
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3.1.8. Sub kegiatan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian
perangkat desa
Target kinerja sub kegiatan ini adalah 10 dokumen hasil
monitoring pergantian perangkat desa, dengan realisasi kinerja
100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD

sebesar Rp. 35.151.500,00 dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 6.210.754,00 atau 17,67%.

3.1.9. Sub kegiatan fasilitasi penyusunan profil desa

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 100 dokumen data profil
desa, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat
alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 120.921.533,00
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 109.202.700,00
atau 90,31%
3.1.10. Sub kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan desa
serta lomba desa dan kelurahan
Target kinerja sub kegiatan ini adalah 120 data IDM dan 4 desa
ikut lomba desa, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini
mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.
408.059.769,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
325.526.218,00 atau 79,77%
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga
Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
5.1. Kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan yang bergerak
di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat
daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat
hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang
sama dalam daerah kabupaten/kota
4.1.1. Sub kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan
lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK,
Posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat
desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat
Target kinerja sub kegiatan ini adalah 50 peserta pelatihan
kapasitas kelembagaan, dengan realisasi kinerja 100%. Sub
kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.

287.318.312,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
241.438.000,00 atau 84,03%
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4.1.2. Sub kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi
masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan
pendapatan asli desa

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 60 peserta pelatihan
pengembangan ekonomi desa, dengan realisasi kinerja 100%. Sub
kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.
125.742.256,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
73.925.350,00 atau 58,79%.

4.1.3. Sub kegiatan fasilitasi pemerintah desa dalam
pemanfaatan teknologi tepat guna

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 5 dokumen laporan
pelaksanaan kegiatan pelatihan, dengan realisasi kinerja 100%.
Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar
Rp. 46.679.155,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 46.048.470,00 atau 98,65%.

4.1.5. Sub kegiatan fasilitasi tim penggerak PKK dalam
penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan
kesejahteraan keluarga

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 3 dokumen laporan
kegiatan, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini
mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.

1.800.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
1.789.522.386,00 atau 99,42%
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CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
Dalam proses pengukuran kinerja, yang perlu diperhatikan adalah |
membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah
ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang dengan realisasinya. Berdasarkan
hasil pengukurannya, Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang dapat |
diilustrasikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis
Meningkatnya Keberdayaan Desa
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Desa Status Mandiri 44 Desa 63 Desa 143,18%

Rata-rata pencapaian kinerja 1 sasaran strategis Meningkatnya Keberdayaan |
Desa adalah sebesar 143,18%. Sasaran strategis diatas didukung oleh
Program utama yaitu Program Penataan Desa, Program Peningkatan
Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat
Hukum Adat.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Ketapang
dalam daftar lampiran Tabel T-C.29.
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
A. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Ketapang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta
Peraturan Bupati Ketapang Nomor 86 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
berdasarkan PERDA tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang adalah unsur penunjang
urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin,
mengkoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk bagi
pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan
desa yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Sekretariat Dinas
Mempunyai  tugas menyelenggarakan  urusan  umum,
kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan keuangan, pendidikan
dan pelatihan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan

dinas.

3. Bidang Pembangunan Ekonomi dan  Pemberdayaan
Masyarakat Perdesaan

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan
dibidang pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat
perdesaan.

4, Bidang Pemerintahan Desa

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di
bidang pemerintahan dan administrasi desa dan pembinaan

keuangan desa.
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5. Bidang Fasilitasi Wilayah Desa

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di
bidang penataan wilayah dan batas desa.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kelompok jabatan fungsional terdiri atas :

a. sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam kelompok
jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

b. Jenjang keahlian dan keterampilan berkedudukan dibawah
dn bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat
pengawas dan atau pejabat administratr sesuai bidang
tugasnya.

c. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh sub koordinator
sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan
administrator masing-masing dan bertanggung jawab kepada |
pejabat administrator.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok seperti tersebut diatas,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Ketapang, mempunyai fungsi :

a.

Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat
dan pemerintahan desa,

Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan

pemerintahan desa

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan desa

. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelayanan Publik dilingkungan

Dinas
Pelaksanaan administrasi dilingkungan Dinas dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.
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B. Struktur Organisasi
Guna mengimplementasikan pelaksanaan fungsi, rincian
tugas, dan tata kerja, maka bagan susunan organisasi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Ketapang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati
Ketapang Nomor 86 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat dinas, terdiri atas :
a. Subbagian umum dan kepegawaian, dan
b. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan.
3. Bidang pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat
perdesaan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
4. Bidang pemerintahan desa, terdiri atas kelompok jabatan
fungsional.
5. Bidang fasilitasi wilayah desa, terdiri atas kelompok jabatan
fungsional.
6. Kelompok jabatan fungsional, terdiri atas sejumlah pejabat
fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional

sesuai bidang keahliannya,

1.1. Kepala Dinas
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |

mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan
dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang
pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang menjadi

kewenangan daerah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan
emerintahan desa;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan desa;
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d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelayanan Publik dilingkungan
Dinas;

e. pelaksanaan administrasi dilingkungan dinas; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan

1.2 Sekretariat

Sekretariat Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
umum, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan dan pelatihan,
penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja dilingkungan Sekretariat;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk
teknis dilingkungan Sekretariat;

c. pengorganisasian dan fasilitas dibidang rencana kerja, monitoring dan '
evaluasi, umum dan aparatur serta keuangan dan aset;

d. pemberian dukungan pelayanan administrasi dibidang rencana kerja,
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan
aset;

e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran;

f. penyelenggaraan urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta
keuangan;

g. pelaporan terhadap pelaksanaanpelaksanaan reformasi birokrasi,
SAKIP, dan pelayanan publik dilingkungan Dinas;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang kesekratariatan;

i. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
perencanaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan
dinas;

j. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada subbagian
penyusunan program dan keuangan, dan subbagian umum dan
kepegawaian; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yag diberikan atasan.
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1.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala

Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan |

bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas dan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;

b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan
petunjuk teknis pelaksanaan tugas urusan umum, kepegawaian dan
perlengkapan;

c. melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dan
perpustakaan;

d. menyiapkan dan mengusulkan bahan kelengkapan administrasi

kepegawaian;

menghimpun dokumen kepegawaian,

menyiapkan dan mengusulkan pengembangan pegawai;

menyiapkan bahan pembinaan disiplin;

= - S

menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan;

i. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,
pemeliharaan dan inventarisasi peralatan dan perlengkapan;

j. Menyusun dan mengevaluasi standar operasional prosedur dan survei
kepuasan masyarakat;

k. Menyusun analis jabatan, analis beban kerja, dan evaluasi jabatan;

1. Melaksanakan reformasi birokrasi;

m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1.2.2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris dan mempunyai tugas : |
a. Menyusun rencana kerja subbagian penyusunan program dan
keuangan;

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan
petunjuk teknis pelaksanaan tugas penyusunan program, evaluasi, |
pelaporan dan pengelola keuangan;

¢. Menyusun rencana strategis dinas dan rencana kerja dinas;
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d. Mengompilasi hasil penyusunan program dan kegiatan dinas dan hasil
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari masing-masing
bidang;

e. Melaksanakan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;

f. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan
keuangan dinas;

g. Melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan
dinas, laporan keuangan semesteran dinas, laporan keuangan akhir
tahun meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas
laporan keuangan dinas;

h. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;

i. Menyusun bahan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program, dan
kegiatan dinas; dan

j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.3. Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Perdesaan

Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

dipimpin oleh Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan

Masyarakat Perdesaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas melalui sekretaris serta mempunyai tugas memimpin,

mengooordinasikan bawahan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi

pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa,

pembinaan ekonomi dan potensi desa, dan teknologi tepat guna.

Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang

Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembangunan Ekonomi dan

Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis pembangunan ekonomi dan pemberdayaan
masyarakat perdesaan;

b. penyusunan program dan Kkegiatan pembangunan ekonomi dan |
pemberdayaan masyarakat perdesaan;

c. penyusunan pedoman pelaksanaan pembangunan ekonomi dan

pemberdayaan masyarakat perdesaan;
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d. penyelenggaraan kegiatan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan
masyarakat perdesaan; |

e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi
pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan seksi pembinaan |
ekonomi, potensi desa dan teknologi tepat guna;

=y

pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Susunan organisasi Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan

Masyarakat Perdesaan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

1.4. Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris serta
mempunyai tugas memimpin, mengooordinasikan bawahan, memberikan
bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dalam
melaksanakan tugas pemerintahan dan administrasi desa dan pembinaan
pengelolaan keuangan desa. selai itu dalam pelaksanaan tugas juga
menyelenggarakan fungsi

a, Perumusan kebijakan teknis di pemerintahan desa;

b. Penyusunan program dan kegiatan di bidang pemerintahan desa;

c. Penyusunan pedoman pelaksanaan pemerintahan desa;

g

Penyelenggaran kegiatan di bidang pemerintahan desa;

Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi

o

pemerintahan dan administrasi desa dan seksi pembinaan pengelolaan
keuangan desa;

f. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
di bidang pemerintahan desa; dan

g. Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Susunan organisasi Bidang Pemerintahan Desa terdiri atas kelompok jabatan

fungsional.

1.5 Bidang Fasilitas Wilayah Desa

Bidang fasilitasi wilayah desa dipimpin oleh kepala bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dan
mempunyai tugas memimpin, mengooordinasikan bawahan, memberikan
bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan dalam
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pelaksanaan tugas fasilitasi penataan wilayah dan batas desa serta
menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi wilayah desa;

b. Penyusunan program dan kegiatan di bidang fasilitasi wilayah desa;

¢. Penyusunan pedoman pelaksanaan di bidang fasilitasi wilayah desa;

d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang fasilitasi wilayah desa;

Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi penataan

®

wilayah desa dan seksi fasilitasi batas desa;

h

Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
di bidang fasilitasi wilayah desa; dan

g, Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Susunan organisasi Bidang fasilitasi wilayah desa terdiri atas kelompok
jabatan fungsional.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH
2.1.3 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan yang bersifat wajib non-pelayanan dasar meliputi urusan di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup,
pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil,
dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik,
persandian, kebudayaan, dan perpustakaan. Berikut adalah rincian
permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Ketapang di
bidang urusan wajib non-pelayanan dasar khusus Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa.

2.1.3.1. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Capaian pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa di Kabupaten Ketapang memiliki permasalahan terkait wupaya
peningkatan desa mandiri yang pada tahun 2022 berjumlah 63 desa. Desa
maju berjumlah 66 desa, desa berkembang dengan jumlah 90 desa,
sedangkan yang perlu mendapat perhatian serius, yaitu 11 desa tertinggal
dan desa sangat tertinggal 0. Berikut merupakan pemetaan permasalahan
untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah urusan

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
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Tabel T-C 30 - -
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdaysan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang

Target Renstra PD tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio capalan pada tahun ke
indikator Kinerja Program TARGET | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(Outcome) dan Kegiatan TARGET NSPK TARGET IKK INDIKATOR
{Output) LAINNYA | o
arget | Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target

Persentase penunjang urusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1009 100% 100% 100%: 100% 100% 100 100% 100%
pemerintahan yang terpenuhi

sesuai standar

{Nilai SAKIP DPMPD B ] BB BB [ BB B 8

[Nitai IKM DPMPD B B8 88 [ A A B8 BB 88 A A BS 8B [ A A
Persentase pelaporan capalan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
kinerja dan keuangan yang

tepat waktu

Jumiah Dokumen Perencanaan 2 dok 3dok | 3dok | 3dok | 3dok | 3dok | 3dok | 3dok | 3dok | 3dok | 3dok | 3dok | 3dok | 3dok | 3dok | 3dok
Perangikat

Daerah

Jumlsh Dokumen RKA-SKPD| 1 dok 1dok 1 dok 1dok 1 dok 1 dok 1dok 1dok 1dok 1 dok 1dok 1 dok 1dok 1dok 1dok 1 dok
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan  Dokumen  RKA-
SKPD

Jumizh Dokumen Perubahan 1 dok 1dok 1dok 1dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1dok 1 dok 1 dok 1 dak 1dak 1dok 1dok
RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Fenyusunan|
Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Jumiah Dokumen DPA-SKPD 1dok 1dok 1dok 1dok 1dok 1 dok 1 dok 1dok 1 dok 1dok 1dok 1dok 1dok 1dok 1dok 1dok
dan Laporan Hasil Koordinasi
Pemyusunan  Dokumen  DPA-

jsxon

Uumiah Dokumen Perubahan 1 dok 1 dok 1 dok 1 dak 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1dok 1dok 1dok
DPA-SKPD dan Laporan Hasil

Koordinasi Pemyusunan

Dokumen Perubahan DPA-SKPD

[Jumiah Laporan Capaian Kinerja 2 dok & dok 4 dok & dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok & dok 4 dok & dok 4 dok & do

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD  dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capsian Kinerja dan Ikhtisar
Reatisasi Kinerja SKPD




Persentase Peningkatan,
Keuangan Sesusi Standard
yang di tetapkan

100%

100%

Pumiah Orang yang
Menarima Gajl dan

Tunjangan ASN

S5org

55 org

55008

org/bin

550g

55org

S5 0g

55 org

org/bin

55 org

55 org

55org

55 org

Jumiah Dokumen Hasil
Peryedizan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

12 dok

12 dok

22 dok

22 dok

18 dok

22 dok

22 dok

22 dok

18 dok

22 dok

22 dok

22 dok

Jurmlah Laporan Keuangan Akhir
Tafun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
ISKPD

1 dok

liap

1lap

1lap

1lap

liap

1lap

1lap

liap

1lap

1kp

1lap

liap

llap

1lap

1lbp

jumizh Laporan  Keusngen
Bulanan/ Triwulanan/|
Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan

3 dok

3lap

3lap

3iap

3lap

3lap

3lap

3lap

3 fap

3lap

3 fap

3lap

3fap

dlap

Jlap

Jtap

Peningkatan
Kualitas Administrasi
Kepegawalan Sesual Standard
yang di tetapkan

Jumizh Paket Pakalan Dinas|
beserts Atribut
Kelengkapan

276 stel

1 paket
B0 stel

1 paket
297 stel

1 paket
80 stal

1 paket
80 stel

1 paket
797

1 paket
£0 stel

1 pakat
257 stel

1 paket
B0 stel

1 paket
#0 sted

1 paket
97

1 paket
B0 stel

1 paket
297 stel

1 paket
80 stel

1 paket
80 stel

1 paket
297

lumiah Dokumen Pendataan
dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian

1 dok

5 dok

5 dok

5 dok

5 dok

5 dok

5 dok

5dok

5 dok

5 dok

S dok

5 dok

5 dok

5 dok

5 dok

Jumlzh Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang
Mengikuti Pendidikan dan
iPelatihan

10 orang

12 orang

14 orang

16 orang

1B orang

10 orang

12 orang

14 orang

18 prang

14 orang

16 orang

18 orang

Jumlah Orang yang Mengikuti
Birnbingan Teknis implementass|
Peraturan Perundang-

Undangan

10 orang

12 orang

16 orang

1B orang

10 orang

12 grang

14 grang

16 orang

18 orang

10 orang

12 orang

14 orang

16 orang

1B orang




pelayanan

100%

100%

Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
administrasi umum  yang

terpenuhi

Jumlah Paket 5 jenis 10 paket | 10 paket | 10 paket | 10 paket | 10 paket | 10 paket | 10 paket | 10 paket | 10 paket | 10 paket | 10 paket | 10 paket | 10 paket | 10 paket | 10 paket
Komponen Instalasi

Listrik /! Penerangan

Bangunan Kantor yang

Disediakan

Jumiah Paket Bahan Logistik 3 jenis 15 paket | 17 paket | 19 paket | 19 paket | 19 paket | 15 paket | 17 paket | 19 paket | 19 paket | 19 paket | 15 paket | 17 paket | 19 paket | 15 paket | 19 paket
Kantor yang

Disediakan

Jurniah Paket Barang Cetakan 59,286 1paket | 1paket | 1paket | 1paket | Ipaket | 1paket | 1paket | 1paket | 1paket | 1paket | 1 paket | 1paket | 1 paker | 1paket | 1 paket
dan Penggandaan lembar 60.000 | 60.000 | 60000 | 60.000 | 60,000 | 60.000 | 60.000 | G0.000 | 60.000 | 50.000 | 60.000 | 60000 | 60.000 | 60.000 | 60.000
vang Disediakan fembar | lembar | tembar | lembar | jembar | lembar | lembar | jembar | lembar | lembar | lembar | lembar | lembar | tembar | tembar
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 5 buah Sbush | Sbuah | Sbuah | Sbuah | Sbuah | Sbuah | Sbush | S5bush | S5bush | Sbuah | Sbuah | Sbuah | Sbuah | 5buah | 5buah
dan Peraturan Perundang-

Undangan yang disediakan

Jumlah Laporan &0 dok 60 60 60 60 60 B0 B0 60 &0 ] 60 50 (=] B0 60
Penyelenggaraan  Rapat laporan | laporan | lapocan | laporan | laporan | laporan | laporan | laporan | laporan | faporan | laporan | laporan | laporan | laporan | faporan
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Persentase peningkatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pengadaan barang yang sesuai)

ketentuan

Jumiah Unit Kendaraan o 4 ynit Zunit 3 unit 3 unit 3 unit 4 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 4 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit
|Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas labatan yang

\Disediakan,

Jumiah Paket Mebel yang 40 unit 19unit | 30unit | 15unit | 30unit | 30unkt | 19 unit | 30unit | 15unit | 30unit | 30unit | 19unit | 30unit | 15unit | 30unit | 30unit
Disadiakan

Jurnlah Unit Sarana dan 13 unit Bunit | Bunit | 13unit | 13unit | 13unit | Bunit | Bunit | 13unit | 1Funit | 13unit | Bunit | Bunit | 13unit | 13unit | 13 unit

Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang




Prasarana Pendukung Gedung|
Kantor atau
Lainnya yang

Dipelthara/Direhahilitasi

Bangunan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kualitas jasa penunjang|
administrasi yang baik
Jumiah Laporan  Penyediaan 1.648 1000 1648 1648 1648 1648 1000 1648 1648 1648 1648 1000 1648 1648 148 1648
Jasa Surat lembar laparan | laporan | laporan | laporan laporan | laporan | laporan | laporan faporan | faporan | laporan | laporan
e meural
Jumiah Laporan Penyediaan 3 3 rek 3rek 3 rek 3 rek 3 rek 3 rek 3rek 3rek I rek 3 rek 3 rek 3 rek 3rek 3rek 3 rek
Jasa Komunikasi, Sumber Daya rekening 12bin | 12bin | 1Zbin 12 bin 12bin | 12bin | 12bin | 12bn | 12bin | 12bn | 12bin | 12bin | 12bin | 12bin | 12bin
Alr dan Listrik yang Disediakan
Persentase pemeliharaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
barang yang balk
Jumiah Mendaraan Perorangan 11 unit FJunik | 1iunit | 11unit | 11unit | 1dunit | Funit | 11unit | 1unit | 11unit | 11unit | Zunit | 13unit | 12unit | 11unit | 11 unit
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jsbatan yang Dipeifhara dan
dibayarkan Pajakrya
Jumiah Gedung Kantor dan 1 wnit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 wnit 1 unit 1 unit 1 unit Lunit | 1 unit 1 unit 1 unit
Banguran Lainnya
lyang Dipelihara / Direhabilitasi
Humiah Sarana dan Prasarana 80 unit 1Synit | 15unit | 1Sunit | 1Sunit | 15unit | 15umit | 15unit | 15unit | I5unit | 15unit | 15 unit | 15unit | 15 unit | 15unit | 15 umit
Gedung Kantor atay
Bangunan Lainnya
yang
Dipelinara/Direhabilitasi
Jurniah Sarana dan 87 unit 15unit | 15unit | 15unit | 15unit | 15unit | 1Sunit | 15unit | 15unit | 15unit | 15unit | 15 unit | 1Sunit | 15unit | 15 unit | 15 unit




Persentase desa Yang N/& T.9% 9.5% 11,9% 138% | 15.8% 7.9% 9.9% 11,9% | 13.8% | 158% 7.9% 99% | 11,9% | 13.8% | 158%

IEEn per
desa
Persentase desa yang NfA 20% 40% 60% B0% 100% 20% a0% 60% 0% 100% 20% 40% 60% 20% 100%
meningkat status menjadi desa
mapan
Persent desa yang NfA 514% | 632% | 7.51% 870%| 900% | S514% | 632% | 751% B70%| 9,09% | 5.14% | 632% | 7.51% 8,70%| 5,00%
difasilitasi  kerjasama  antar|
desa dan dengan pihak ketiga
Jurniah Dokumen Kerja Sama N/A 1idok | 12dok | 13dok | 14dok | 15dok | 1l1dok | 12dok | 13dok | 14dok | 1Sdok | Ildok | 12dok | 13dok | 14dok | 15dok
Antar Desa dalam
Kabupaten/Kota
jumiah Dokumen Kerfa N/A Bdok | 14dok | 20dok | 26dok | 32dok | Bdok | 14dok | 20dok | 26dok | 32dok | Bdok | 14dok | 20dok | 26dok | 32dok

Persantase desa yang memiliki 198% 25% 3% 59% B1% 100% 25% 3% 5% B1% 100% 5% 7 59% Bl1% 100%
batas wilayah yang jelas

Persantase realisasi 80% 17% 18% 2% 33% 42% 17% 18% 2% 3R a% 1% 18% 2% 33% aa%
pemekaran desa

Persentase desa yang 6% 25% 7% 59% B1% 100% 5% 3% 59% B1% 100% 25% I 59% B1% 100%
_.-_”“an‘.!. batas desa sesual

P P N/A % 50% 505 55% 55% a0% 50% 50% 55% 55% a0% 50% 50% 55% 55%
desa yang difasilitasi

Jumiah Desa yang Meiakukan Sealondesa | 17calon [1icalon| 9caton | 3celon | 7calon |17 calon |11 calon | Scalon | 3calon | 7 caton | 17 calon | 11 calon | 9calon | 3calon | 7calon
Pembentukan, Penghapusan, desa desa desa desa desa desa desa desa desa desa desa desa desa desa desa
Penggabungan, dan

Perubahan

Status Desa

Jurniah Desa yang 5 desa 30desa | 32desa | S5desa | 55desa | 49desa | 30 desa | 32 desa | 55 desa | 55 desa | 49.desa | 30 desa | 32 desa | 55 desa | 55 desa | 49 desa
Terfasifitasi  Penataan

| Wiayahnya

Jumiah Sarana dan Prasarana 2 dok 10unit | 10unit | 10wnit | 10unit | 10unit | 10wnit | 10unit | 10unit | 10unit | 10wnit | 10unit | I0unit | 10unit | 10wnit | 10 wnit

Desa




|Persentase desa yang ‘tata

71%

71%

3|

%

Penyelenggaraan  Pemilihan,
Pengangkatan dani
Pemberhentian

Kepala Desa

0% GO 86,9% 79% B6,9% | 100%
{ketola administrasi
pemerintahan desa balk
Persentase peningkatan 32,8% 54% 66% 8% 90% 100% 54% BE% TE% 0% 100% 54% 6% TE% 90% 100%
Persentase desa dengan 19,7% 62,5% | 65,7% i 81,8% 100% | 625% | B6,7% 70% B1E% | 100% | 62,5% | B6.7% 0% B1.8% | 100%
penyelenggaraan administrasi
tepat walkiu
Persentase  Bumdes  yang 100% 100% | 100% 100% 100% 100% 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% | 100% | 100% 100% | 100%
_:.E..Iiﬂ. pembinaan dengan
fumtah Dokumen 100 dokumen | 253 dok | 253 dok | 253 dok | 253 dok | 253 dok | 253 dok | 253 dok | 253 dok | 253 dok | 253 dok | 253 dok | 253 dok | 253 dok | 253 dok | 253 dok
Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan Desa
Jumiah Dokumen Hasil 7 dok 5dok 5 dok 7 dok 7 dok 7 dok 5 dok S dok 7 dok Tdok | 7dok 5 dok 5 dok Tdok | 7dok
Penyusunan Produk 7 perbup perbup | perbup | perbup | perbup | perbup | perbup | perbup | perbup | perbup | perbup | perbup | perbup | perbup | perbup | perbup
Hukum Desa
Jumlah Dokumen Hasil 253 4 dok 4 dok 5 dok 5 dok 5 dok 4 dok ddok | Sdok | 5dok Sdok | 4dok 4 dok 5 dok Sdok | 5dok
Peryusunan desa
|Perencanaan Pembangunan
Do
Jumizh Dokumen Pengelolaan 100 dokumen | 150 dok | 175 dok | 200 dok | 225 dok | 253 dok | 150 dok | 175 dok | 200 dok | 225 dok | 253 dok | 150 dok | 175 dok | 200 dok | 225 dok | 253 dok
Keuangan Desa
Jumizh Aparatur] 4 dok 253 253 253 253 253 253 253 53 253 253 253 253 153 53 253
Pemerintah Desa Yarg | orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang arang Orang orang Ofang orang
Mengikuti Pembinaan
Peningkatan Kapasitas
Jumnilah Dokumen Hasil 23 bumndes 137 187 157 17 253 137 167 197 n7 253 137 167 197 227 253
Pembinaan dan)| bumdes | bumdes | bumdes | bumdes | bumdes | bumdes | bumdes | bumdes | bumdes | bumdes | bumdes | bumndes | bumdes | bumdes | bumdes
Pemberdayaan BUM Desa dan| dan5 dan5 dan 3 dan’5 dan5 dan5 dan’s dan 5 dan5 dan 5 dan s dan 5 dan5 dan 5 dan 5
Lembaga Keria bumdes | bumdes | bumdes | bumdes | bumdes | bumdes | bumdes | bumdes | bumdes | bumdes | bumdes | bumdes | bumdes | bumdes | bumdes
Sama antar Desa terbaik | terbaik | terbaik | terbaik | terbaik | terbaik | terbafk | terbaik | terbaik | terbaik | terhaik | terbaik | terbaik | terbaik | terbaik
Jumilah Laporan Hasil 10 dok 1lap llap 1lap liap 1lap 1lap 1lap 1kap 1lap liap 1iap 1lap 1lap 1lep 1fap




Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa

“umiah— i ~Laporan|

~Ths T

T

~ 1lap

T ik | 1

~ilep

e

T

ilap

ilap |

1lap |

Jumiah dokumen profil desa

253 dok

253 dok

253 dok

253 dok

253 dok

253 dok

253 dok

253 dok

253 dok

253 dok

253 dok

253 dok

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi
Perkembangan Desa sena
Lomba Desa dan Kelurahan

Persentase lembaga dan kader|
desa yang aktif

253 data
100 dan
4 desa

100%

253 data
IDM dan 4

253 data
1D dan

5 spli
i

253 data
DM dan

253 dats
DM dan

100%

253 data
DM dan
4 desa

| lomba |

j
i il
i| il
B

253 data
DM dan

253 data
1DM dan

253 data

HOM dan | i

253 data

253 data
DM dan

253 data
DM dan

Persentase lembaga dan kader|
desa yang diberdayakan dalam
pengelolaan potensi desa

100%

100%

Jumilah Lembaga
Kemasyarakatan
DesafKelurahan (RT, RW, PKK,
|Posyandu, LPM, dan Karang|
Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan
|Masyarakat Hukum Adat

lusma Ditdenbatl

12

lembaga

12

16

21
lembaga

16
lembaga

lembags

K:
Jumiah Dokumen Hasil Fasilitasi
Pengembangan Usaha Ekonomi
[Masyarakat dan  Pemerintah
Desa dalam  Meningkatkan
Pendapatan Asli Desa

N/A

6 dok

8 dok

12 dok

4 dok

6 dok

B dok

10 dok

12 dok

4 dok 6

8 dok

10dok

12 dok

Jumiah Laporan Hasdl Fasilitasi
Pemerintah Desa  dalam
Pemanfaatan Teknologi Tepat
lQung

5 dok

laporan

Iaporan

laporan | la

n | laporan | 13

n | laporan

laparan

an | laporan

laporan

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
Bulan Bhakti
|Gotong Rovons Masvarakat

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

ni1 laporan

1 laporan|l

Jumizh Dokumen Hasil Fasilitasi

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok;




Tabel 2.1.3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Masalah Masalah Akar Masalah
Pokok
Masih Belum optimalnya | Belum optimalnya kapasitas
rendahnya kapasitas tata perencanaan dan penganggaran
tingkat kelola desa
kemandirian | pemerintahan Belum optimalnya kapasitas
desa desa aparatur pemerintahan desa

Belum optimalnya peran
pendamping desa
Masih rendahnya | Masih rendahnya kapasitas dan

kapasitas peran BUMDesa

pengelolaan Belum optimalnya peran SDM

potensi desa pengelola potensi desa dan
kelembagaan BUMDesa
Belum optimalnya manfaat
pengelolaan tanah kas desa

Masih rendahnya pemanfaatan TTG

Masih rendahnya koordinasi lintas
sektor dalam pengembangan
kawasan pedesaan

Masih rendahnya penataan batas
wilayah desa (Penetapan dan
penegasan batas desa)

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program, kegiatan dan sub
kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah
Kabupaten Ketapang dalam penanggulangan kemiskinan dan sinergitas
program dengan Pemerintah Pusat terkait dengan percepatan
penanggulangan kemiskinan. Restrukturisasi Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program,
kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan
Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan
berpedoman pada RPJMD 2021-2026. Selengkapnya Tabel Review
Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 sebagaimana dalam tabel lampiran.
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"TABEL TC 31 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

RENCANA KERJA HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Program
iatan atan Ti
R et | tokasi | (outcome) dankegiatan | Target capaian | Pagu ndikatit |*F " 6P ioiad | (outcome) dan kegiatan | “R7 | Kebutuhan dana
{output) {output)
PENUNJANG URUSAN|Kab.Ketapang |Persentase penunjang urusan 100% £8.936.955.000 |PENUNJANG URUSAN| Kabupaten |Persentase penunjang urusan 100% B.936.955.000
PEMERINTAHAN DAERAH pemerintahan yang terpenuhi PEMERINTAHAN DAERAH Ketapang pemerintahan yang terpenuhi
sesuai standar sesual standar
Nilai SAKIP DPMPD B Nilai SAKIP DEMPD B
Nilai IKM DPMPD BB Nilai IKM DPMPD BB
Perencanaan, Pengawasan Persentase pelaporan capaian 100% 180.000.000 |Perencanaan, Pengawasan Persentase pelaporan capalan 100% 180.000.000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat kinerja dan keuangan yang dan Evaluasi Kinerja kinerja dan keuangan yang
Daerah tepat waktu Perangkat Daerah tepat waktu
Pemyusunan dokumen Jumiah Dokumen Perencanaan 3 dok 90.000.000 |Penyusunan dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan| 3 dok 90.000.000
perencanaan perangkat daerah Perangkat perencanaan perangkat Perangkat
Daerah daerah Daerah
Koordinasi dan penyusunan liumiah Laporan Capaian Kinerja 4 dok 90.000.000 |Koordinasi dan penyusunan Jumiah Laperan Capalan Kinerja| 4 dok 90.000.000
laperan capalan kinerja dan dan Ikhtisar Realisasl Kinerja laporan capaian kinerja dan dan lkhtisar Realisasi Kinerja
ikhtisar realisasi kinerja SKPD SKPD dan Laporan Hasil ikhtisar  realisasi  kinerja SKPD  dan  Laporan  Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan SKFD Koordinas! Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja dan lkhtisar
Reallsasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Persentase Peningkatan 100% 6.135.800.000 |Administrasi Kevangan Persentase Peningkatan Kualitas|  100% 6.135,800.000
|Perangkat Daerah Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Sesuai
Sesuai  Standard yang di Standard yang di tetapkan
tetapkan
Penyediaan Gajl dan Tunjangan Jumiah Orang  yang 50 arg/bin 5.800.000.000 |Penyediaan Gaji dan Jumiah Orang vyang S0 org/bin 5.800.000.000
ASN Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil 18 dok 216.000.000 |Penyediaan Administrasi Jumiah Dokumen Hasil 18 dok 216.000.000
Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi
Pelfaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN




Jumiah Laporan Keuangan Akhir|

The

59.900.000

Koordinasi dan penyusunan

lumlah Laporan Keuangan Akhir

T

59.900.000

Koordinasi dan penyusunan
laporan  keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil laporan  keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
tahun SKPD Koordinasi Penyusunan tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan

Laporan Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun SKPD

SKPD
Koordinasi dan penyusunan Jumiah Laporan  Keuangan 3 lap 59.900.000 |Koordinasi dan penyusunan Jumlah  Laporan  Keuangan| 3lap 59.900.000
laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/| laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/
bulanan/triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan bulanan/triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan
semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan

Keuangan Keuangan

el I 1 ic. - F o A i
Administrasi Kepegawaian Persentase Peningkatan 100% 284,325.000 (Administrasi  Kepegawalan Persentase Peningkatan Kualitas| 100% 284.325.000
Perangkat Daerah Kualitas Administrasi Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian

Kepegawaian Sesuai Standard Sesuai Standard vyang i

yang di tetapkan tetapkan
Pengadaan  pakaian  dinas lJumiah Paket Pakajan Dinas 1 paket 204.325.000 |Pengadaan pakaian dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas| 1 paket 204.325.000
beserta atribut beserta Atribut 297 stel beserta atribut beserta Atribut 20 stel
kelengkapannya Kelengkapan kelenghapannya Kelengkapan
Pendataan dan pengolahan Jumiah Dokumen Pendataan 5 dok 40.000.000 |Pendataan dan pengolahan Jumiah Dokumen Pendataan| 5dok 40.000.000
administrasi kepegawaian dan Pengolahan administrasi kepegawalan dan Pengolahan

Adeainirresel K i ot e 3 B F
Pendidikan dan pelatihan Jumiah ASN yang mengikuti 14 orang 40.000.000 |Pendidikan dan pelatihan Jumlah  ASN yang mengikuti| 14 orang 40.000.000
pegawal berdasarkan tugas pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas pendidikan dan pelatihan

: firess

Administrasi Umum Persentase pelayanan 100% 753.830.000 |Administrasi Umum Persentase pelayanan| 100% 753.830.000
Perangkat Daerah administrasi  umum  yang Perangkat Daerah administrasi  umum  yang
Penyediaan Komponen Jumlah Paket 10 paket 70.000.000 [Penyediaan Komponen Jumiah Paket| 10 paket 70.000.000
instalasi [listrik /penerangan Komponen Instalasi instalasi listrik /penerangan Komponen Instalasi
bangunan kantor Listrik / Penerangan Bangunan bangunan kantor Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor yang Disadiakan Kantor yang Disediakan
Penyediaan bahan  logistik Jumlah Paket Bahan Logistik 17 paket 160.000.000 |Penyediaan bahan |ogistik| Jjumlah Paket Bahan Logistik 17 paket 160.000.000
kantor Kantor yang kantor Kantor yang

Disedizkan Disedigkan
Penyediaan barang cetakan Humiah Paket Barang Cetakan 1 paket 60.000.000 |Penyediaan barang cetakan Jumlah Paket Barang Cetakan 1 paket 60.000.000
dan penggandaan dan Penggandaan 60000 Ibr dan penggandaan dan Penggandaan 60000 lbr

wang akan wang Dicediakan
Penyediaan bahan bacaan dan E._.___mﬂh_wu_rcim: Bahan Bacaan 5 buah B.000.000 |Penyediaan bahan bacaan Jumiah Dokumen Bahan Bacaan| 5 buah B.000.000
peraturan perundang- dan Peraturan Perundang- dan peraturan  perundang- dan  Peraturan  Perundang-
undangan Undangan yang disediakan undangan Undangan yang disediakan




Penyelenggaraan rapat

Jumiah Laporan

455.830.000

Pernyelenggaraan rapat

Jumilah Laporan

455.830.000

koordinasi dan konsultasi SKPD Penyeienggaraan  Rapat laporan koordinasi dan  konsultasi Penyelenggaraan Rapat laporan

Koordinasi dan Konsultasi SKPD SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang  Milik Persentase peningkatan 100% 770.000.000 |Pengadaan Barang Milik Persentase peningkatan| 100% 770.000.000
Daerah Penunjang Urusan pengadaan barang yang sesual Daerah Penunjang Urusan pengadaan barang yang sesuai

ketentuan Pemerintah Daerah ketentuan
Pengadaan kendaraan Jumiah Unit Kendaraan 3 unit 600.000.000 |Pengadaan kendaraan Jumnlah Unit Kendaraan 3 unit 600.000.000
perorangan dinas atau Perorangan Dinas atau perarangan dinas atau Perorangan Dinas atau
kendaraan dinas jabatan Kendaraan Dinas Jabatan yang kendaraan dinas jabatan Kendaraan Dinas Jabatan yang

Disediakan Dizediakan
Pengadaan mebel Jumiah Paket Mebel yang 10 unit 70.000.000 |Pengadaan mebel Jumiah Paket Mebel yang 10 unit 70.000.000

Disediakan Disediakan
Pengadaan sarana dan Jumiah Unit Sarana dan 8 unit 100.000.000 |Pengadaan sarana dan Jumilah Unit Sarana dan 8 unit 100.000.000
prasarana gedung kantor atau Prasarana Gedung Kantor atau prasarana gedung kantor atau Prasarana Gedung Kantor atau
bangunan lainnya Bangunan Lalnnya yang bangunan lainnya Bangunan Lainnya yang

Disediakan Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase peningkatan 100% 188.000.000 |Penyediaan Jasa Penunjang Persentase peningkatan kualitas| 100% 188.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah kualitas  jasa  penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jasa penunjang administrasi

administrasi yang baik yang baik
Panyediaa lasa Surat lumlah Laporan Penyediaan 1648 20.000.000 |Penyediaan  lasa  Surat lumiah Laporan Penyediaan Jasa] 1648 20.000.000
Menyurat Jasa Surat laporan Menyurat Surat _usqn.._

Menyurat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, lumish Laporan Penyediaan 3 rek 168.000.000 [Penyediaan Jasa Komunikasi, lurniah  laporan Penyediaan| 3rek 168.000.000
Sumber Daya Air damn Listrik lasa Komunikasi, Sumber Daya 12 bin Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sumber Daya| 12 bin

Air dan Listrik yang Disediakan Air dan Listrik yang Disediakan
Pemellharaan Barang Milik Persentase pemeliharaan 100% 625.000.000 |Pemeliharaan Barang Milik Persentase pemeliharaan| 100% 625.000.000
Daerah Penunjang Urusan barang yang baik Daerah Penunjang Urusan barang yang baik
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan, Jumiah Kendaraan Perorangan 11 Gnit 345.000.000 |Penyediaan jasa Jumlah Kendaraan Perorangan| 7 unit 345.000,000
biaya pemeliharaan, dan pajak Dinas atau Kendaraan Dinas pemeliharaan, biaya Dinas atau Kendaraan Dinas|
kendaraan perorangan dinas liabatan wyang Dipellhara dan pemeliharaan, dan pajak] Jabatan yang Dipelihara dan|
atau kendaraan dinas jabatan dibayarkan Pajaknya kendaraan perorangan dinas dibayarkan Pajaknya

S bondaraan iviac sabadboun

Pemeliharaan/rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan 1 unit 200.000.000 Eamgruaui"mﬂuwm:sn Jumiah Gedung Kantor dan| 1 unit 200.000.000

gedung kantor dan bangunan
ainnya

Bangunan Lainnya
yang Dipelihara [ Direhabilitasi

gedung kantor dan bangunan
lainnya

Bangunan Lainnya
yang Dipelihara [ Direhabilitasi




Pemeliharaan/rehabilitasi Jumiah Sarana dan Prasarana| 15 unit 40.000.000 |Pemeliharaan/rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana| 7 unit 40.000.000
sarana dan prasarana gedung| Gedung Kantor atauy) sarana dan prasarana gedung Gedung Kantor atau
kantor atau bangunan lainnya Bangunan Lainnya| kantor atau bangunan kainnya Bangunan Lainnya

yang yang

DipeliharajDirehabilitasi Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/rehabilitasi Jumlah Sarana dan| 15 unit 40.000.000 |Pemeliharaan/rehabilitasi Jumilah Sarana dan| 15 unit 40,000.000
sarana dan prasarana Prasarana Pendukung Gedung sarana dan prasarana Prasarana Pendukung Gedung|
pendukung gedung kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya pendukung gedung kantor Kantor atau Bangunan Lainnya
bangunan lainnya yang atau bangunan lainnya ¥ang

Dipelihara/Direhabilitasi Dipelihara/Direhabilitasi
PENINGKATAN KERIASAMA Persentase desa yang 9,9% 400.000.000 |PENINGKATAN KERIASAMA Persentase desa yang| 7.9% 400.000.000
DESA menjalankan kerjasama dalam DESA menjalankan kerjasama dalam

pengembangan perekonomian pengembangan  perekonomian

desa desa

Persentase desa yang 0% Persentase desa yang 20%

meningkat status menjadi desa meningkat status menjadi desa

mapan mapan
Fasilitasi Kerja Sama Antar Persentase desa yang 6,32% 400.000.000 |Fasilitasi Kerja Sama Antar Persentase desa yang difasilitasi| 5,14% 400.000.000
Desa difasilitasi  kerjasama antar Desa kerjasama antar desa dan

desa dan dengan pihak ketiga dengan pihak ketiga
Fasilitasi Kerja sama antar desa Humiah Dokumen Kerja Sama 12 dok 300.000.000 |Fasllitasi Kerja sama antar Jumlah Dokumen Kerja Sama 12 dok 300.000.000
dalam kabupaten / kota Antar Desa dalam desa dalam kabupaten [ kota Antar Desa dalam

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Fasilitasi Kerja sama antar desa Jumiah Dokumen Kerja 14 dok 100.000.000 |Fasilitasi Kerja sama antar Jumlah Dokumen Kerja Sama 14 dok 100.000.000
dengan pihak ketiga dalam Sama Antar Desadengan desa dengan pihak ketiga Antar Desa dengan Pihak Ketiga
kabupaten/kota Pihak Ketiga dalam dalam kabupaten/kota dalam Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota




|PENATAAN DESA

Persentase desa yang memiliki

IT% 5.769.260.000 |PENATAAN DESA Persentase desa yang memiliki 5.765.260.000

batas wilayah yang jelas batas wilayah yang jelas

Persantase fasilitasi 18% Persentase realisasi pemekaran

pemekaran desa desa
Penyelenggaraan  Penataan Persentase desa yang 37% 1.900.000.000 |Penyelenggaraan Persentase desa yang 1.900.000.000
Desa menetapkan batas desa sesual Desa menetapkan batas desa sesuai

{iuknis juknis

Persentase sarana prasarana 50% 3.869.260.000 Persentase sarana prasarana 3.869.260.000

desa yang difasilitasi desa yang difasilitasi
Pembentukan, penghapusan, Jumlah Desa yang Melakukan| 11 calon desa 900.000.000 |Pembentukan, penghapusan, Jumlah Desa yang Melakukan 500.000.000
penggabungan dan perubahan Pembentukan, Penghapusan, penggabungan Pembentukan, Penghapusan,
status desa Penggabungan, dan perubahan status desa Penggabungan, dan

Perubahan Perubahan

Status Desa Status Desa
Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumiah Desa yang desa 1,000.000.000 |Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumish Desa yang 1.000.000.000

Terfasilitasi Penataan Terfasilitasi Penataan

Wilayahnya Wilayahnya
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana 10 umnit 3.869.260.000 |Fasilitasi Sarana Jumiah Sarana dan Prasarana 3.869.260.000
Desa o e U e o6 ST S IO S (It A N Desa Desa
ADMINISTRASI Persentase desa yang tata Ti% 6.113.250.000 |ADMINISTRASI Persentase desa yang tata 6.113.250.000
PEMERINTAHAN DESA kelola administrasi PEMERINTAHAN DESA kelola administrasi

pemerintahan desa baik pemerintahan desa baik

Persentase peningkatan 66% 550.000.000 Persentase peningkatan bumdes 1.550.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Persentase desa dengan 66,7% 6.113.250.000 |Pembinaan dan Pengawasan ﬁ:ﬂuﬂ desa dengan 65.113.250.000
Penyelenggaraan Administrasi penyelenggaraan administrasi Penyelenggaraan penyelenggaraan administrasi
Pemerintahan Desa tepat waktu Administrasi  Pemerintahan tepat waktu

Desa

Persentase  Bumdes  yang 100% 1.550,000.000 Persentase  Bumdes  yang 1.550.000.000

mendapat pembinaan dengan| mendapat pembinaan dengan
Fasilitasi penyelenggaraan ﬂu: Dokumen 253 dok 2.200.000.000 |Fasilitasi  penyelenggaraan| “.ln._._#ws Dokumen| 2.200.000.000
administrasi pemerintahan Penyelenggaraan Administrasi administrasi  pemerintahan Penyelenggaraan Administrasi _ i
desa Pemerintahan Desa desa Pemerintahan Desa




peserta
1 ™

Fasifitasi penyusunan produk Jumlah Dokumen Hasil] 7 dok perbup 250.000.000 |Fasilitasi penyusunan produk Jumilah Dekumen Hasil] 7 dok 250.000.000
hukum desa Penyusunan Produk hukum desa Penyusunan Produk perbup

Hukum Desa Hukum Desa
Fasilitasi penyusunan Sumiah Dokumen Hasil 4 dok 400.000.000 |Fasifitasi penyusunan lumlah Dokumen Hasil| 4 dok 400.000.000
perencanaan  pembangunan Penyusunan perencanaan  pembangunan Penyusunan
desa Perencanaan Pembangunan desa Perencanaan Pembangunan

Dacs Digcg
Fasilitasi pengelolaan llumiah Dokumen Pengelolaan 175 dok 900.000.000 |Fasilitasi pengelolaan Jjumiah Dokumen Pengelolaan| 175 dok 500.000.000
keuangan desa Keuangan Desa keuangan desa Keuangan Desa
Pembinaan peningkatan Jumlah Aparatur 253 £13.250.000 |Pembinaan peningkatan Jumiah Aparatur Pemerintah 253 813.250.000
kapasitas aparatur pemerintah Pemerintah Dasa yang| orang kapasitas aparatur Desa yang Mengikuti| orang
desa Mengikuti Pembinaan pemerintah desa Pembinaan Peningkatan

Peningkatan Kapasitas Kapasitas
Pembinaan dan pemberdayaan Jumiah Dokumen Hasil| 137 bumdes dan 1.550.000.000 |Pembinaan dan Jumiah Dokumen Hasil 137 1.550.000.000
BUM Desa dan lembaga kerja Pembinaan dan| 5 bumdes terbaik pemberdayaan BUM Desa Pembinaan dan| bumdes
sama antar desa Pemberdayaan BUM Desa dan dan lembaga kerja sama antar Pemberdayaan BUM Desa dan| dan5

Lembaga Kerja desa Lembaga Kerja bumdes

Sama antar Desa Sama antar Desa terbaik
Penyelenggaraan  pemilihan, Jumiah Laporan Hasil 1lap 350.000.000 |Penyelenggaraan pemilihan, Jumiah Laporan Hasil 1lap 350.000.000
pengangkatan dan Penyelenggaraan  Pemilihan, pengangkatan dan Penyelenggaraan Pemilihan,
pemberhentian kades Pengangkatan dan pemberhentian kades Pengangkatan dan

Pemberhentian Pemberhentian

Kepala Desa Kepala Desa
Fasilitasi pengangkatan dan Jurnlah Laporan 1lap 100.000.000 |Fasilitasi pengangkatan dan Jumlah Laporan| 1lap 100.000.000
pemberhentian perangkat desa Pengangkatan  dan pemberhentian perangkat Pengangkatan  dan

Pemberhentian Perangkat Desa desa Pemberhentian Perangkat Desa
Fasilitasi penyusunan  profil Jumlah dokumen profil desa 253 dok 350.000.000 |Fasilitasi penyusunan profil Jumlah dokumen profil desa 253 dok 350.000.000
desa desa
Fasilitasi evaluasi Jumiah Dokumen Hasil Evaluasi| 253 data IDM 750.000.000 |Fasifitasi evaluasi Jurniah Dokumen Hasil Evaluasi| 253 data 750.000.000
perkembangan desa serta Perkembangan Desa serta| danddesa perkembangan desa serta Perkembangan  Desa  serta| IDMdan4
lomba desa dan kelurahan Lomba Desa dan Kelurahan peserta lomba lomba desa dan kelurahan Lomba Desa dan Kelurahan desa




Persentase lembaga dan kader

Persentase lembaga dan kader

PEMBERDAYAAN LEMBAGA 3.090.675.000 |PEMBERDAYAAN LEMBAGA 100% 3.090.675.000
KEMASYARAKATAN, desa yang aktif KEMASYARAKATAN, desa yang aktif

LEMBAGA  ADAT, DAN LEMBAGA  ADAT, DAN

MASYARAKAT HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pemberdayaan Lembaga Persentase lembaga dan kader 100% 3.090.675.000 |Pemberdayaan Lembaga Persentase lembaga dan kader| 100% 3.090.675.000
Kemasyarakatan yang| desa yang diberdayakan dalam Kemasyarakatan yang desa yang diberdayakan dalam

bergerak di Bidang pengelolaan potensi desa bergerak di Bidang pengelolaan potensi desa

Pemberdayaan Desa dan Pemberdayaan Desa dan

Lembaga Adat Tingkat Daerah Lembaga  Adat  Tingkat

Kabupaten/Kota serta Daerah Kabupaten/Kota

Pemberdayaan  Masyarakat| serta Pemberdayaan

Hukum Adat yang Masyarakat Masyarakat Hukum Adat

Pelakunya Hukum Adat yang yang Masyarakat Pelakunya

sama dalam Daerah Hukum Adat yang sama

Kabupaten/Kota dalam Daerah

Peningkatan kapasitas Humilah Lembaga 12 440.675.000 |Peningkatan kapasitas Jumlzh lembaga| 12 440.675.000
kelembagaan lembaga Kemasyarakatan lembaga kelembagaan lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan| lembsaga dan

kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, kemasyarakatan {RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,| meserskat

desa/kelurahan (RT.AW, PKK, Posyandy, LPM, dan Karang desafkelurahan {RT,RW, PKK, don Karang Taruna), Lembaga| " o

posyandu, LPM, dan karang Taruna), Lembaga Adat posyandu, LPM, dan karang Adat  DesafKelurshan  dan

‘taruna), lembaga adat| Desa/Kelurahan dan taruna), lembaga adat Masyarakat Hukum Adat

desa/kelurahan dan| Masyarakat Hukum Adat desa/kelurahan dan yang Ditingkatkan Kapasitasnya

masyarakat hukum adat. 'yang Ditingkatkan Kapasitasnya masyarakat hukum adat.

Fasilitasi pengembangan usaha Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 6 dok 300.000.000 {Fasilitasi pengembangan Jjumiah Dokumen Hasil Fasilitasi| 6dok 300.000.000
ekonomi  masyarakat  dan Pengembangan Usaha Ekonomi usaha ekonomi masyarakat| Pengembangan Usaha Ekonomi

pemerintah  desa  dalam Masyarakat dan Pemerintah dan pemerintah desa dalam Masyarakat. dan Pemerintah

meningkatkan pendapatan asli Desa dalam  Meningkatkan meningkatkan  pendapatan| Desa dalam  Meningkatkan

desa Pendapatan Asli Desa asli desa Pendapatan Asli Desa

Fasilitasi pemerintah desa Jjumiah Laporan Hasil Fasilitasi 7 300.000.000 |Fasilitasi pemerintah desal Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 7 300.000.000
dalam pemanfaatan teknologl Pemerintah  Desa  dalam laporan dalam pemanfaatan teknologi Pemerintah Desa dalam| japaran

tepat guna

Pemanfaatan Teknologi Tepat|
Guna

tepat guna

Pemanfaatan Teknologi Tepat

Guna




Fasilitasi bulan bhakti gotong

Jumiah Laporan Hasil Fasilitasi|

50.000.000

1 laporan Fasilitasi bulan bhakti gotong Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi] 1 laporan 50.000.000
royong masyarakat Bulan Bhakti royong masyarakat Bulan Bhakti
Gotong Rovong Masvarakat Gotong Royong Masyarakat
Fasilitasi tim penggerak PKK Humiah Dokumen Hasil Fasilitasi 3 dok 2.000.000.000 |Fasilitasi tim penggerak PKK Jumlah Dokumen Hasil Fasifitasi] 3 dok 2.000.000.000
dalam penyelenggaraan Tim Penggerak PKK dalam dalam penyelenggaraan Tim Penggerak PKK dalam
gerakan pemberdayaan Penyelenggaraan Gerakan gerakan pemberdayaan Penyelenggaraan Gerakan
masyarakat dan kesejahteraan Pemberdayaan Masyarakat masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat
keluarga dan Kesejahteraan kesejahteraan keluarga dan Kesejahteraan
Keluarga Keluarga
25.860.140.000 25.860.140.000




Sesuai prioritas program pembangunan dalam RKPD Tahun 2024 dan untuk
mendukung fokus PANCA KARYA Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Ketapang terpilih 2021-2026 yaitu Ketapang Cerdas, khususnya untuk
peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa maka upaya yang akan
dilakukan Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Dinas Pemberdayaan |
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang antara lain melalui
program program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu :

1. Program Penataan Desa

Melalui program ini diupayakan akan terselesaikannya dan/atau
terfasilitasinya usulan pemekaran desa, terfasilitasinya batas wilayah antar
desa dalam rangka mendukung terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) |
serta fasilitasi sarana dan prasarana desa melalui Stimulan TMMD dan Karya
Bhakti TNI.

2. Program Kerja Sama Desa
Program ini pada Tahun Anggaran 2022 difokuskan untuk memfasilitasi

kerjasama antar desa dalam kabupaten (Perencanaan pembentukan Bumdes
bersama antar desa exs PNPM Mandiri Pedesaan, selain itu juga difokuskan
unuk mendukung prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terkait
dengan Desa Mapan (mantap dan terdepan) dan Desa Fokus serta fasilitasi
kerjasama antar desa dengan pihak ketiga (fasilitasi tanah kas desa dan
pemanfaatan aset desa) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Desa, PDT dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021.

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa.

Sejak berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
memberikan optimisme pengelolaan pembangunan di desa yang didukung
dengan sumber-sumber pembiayaan dari berbagai sektor dan menjadi
prioritas nasional. Hal tersebut membutuhkan pengelolaan manajemen
pembagunan yang profesional, sehingga pengelolaan sumber pembiayaan
pembangunan dapat berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan akuntabel.

Tiga Pilar Utama dalam Lembaga Pemerintahan Desa sebagaimana penjelasan
umum UU Desa terdiri atas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Lembaga Adat.

e —————— e ———————tt
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Peningkatan kapasitas pemerintahan desa harus mampu mensinergikan
ketiga pilar dimaksud. Melalui Program ini akan difasilitasi peningkatan
kapasitas 3 pilar yaitu Pemerintah Desa, BPD dan kapasitas lembaga
kemasyarakatan desa/kelurahan.

Pemerintah Desa sebagai bagian integral untuk pembangunan dan |
pemberdayaan masyarakat desa akan difasilitasi melalui beberapa sub
kegiatan :

1. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa (termasuk
iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa);

Fasilitasi penyusunan produk hukum desa;

Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa;

Fasilitasi pengelolaan keuangan desa;

Pembinaan peningkatan kapasitas pemerintah desa

L L

Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar
desa (termasuk penghargaan Bumdes terbaik};

N

Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala
desa;

8. Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkar desa;

9. Fasilitasi penyusunan profil desa;

10. Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan.
4. Program Pengemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat,
dan Masyarakat Hukum Adat.

Melalui program ini diupayakan tumbuhnya keberdayaan masyarakat desa
melalui usaha-usaha peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat
hukum adat dengan beberapa sub-sub kegiatan :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan
desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. Sub
kegiatan ini juga mengakomodir percepatan penetapan dan pengakuan
masyarakat hukum adat.

2. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah
desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

e

Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna.

B

Fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat.

5. Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan
pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

“
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan isu-isu strategis terkait pemberdayaan masyarakat dan
Pemerintahan Desa, melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah, Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa,
Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.
Untuk itu dilakukan upaya-upaya konkrit menjawab isu strategis dimaksud,
dengan memperhatikan usulan program/kegiatan yang dibutuhkan oleh
masyarakat. Usulan program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Ketapang dari masyarakat (komunitas masyarakat) diusulkan
melalui mekanisme perencanaan Musrenbang mulai dari tingkat Desa/Kel.
sampai dengan di tingkat Kabupaten. Dari hasil musrenbang kecamatan
untuk tahun anggaran 2024 tidak ada usulan ke Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemdes.

Tabel T.C-32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Ketapang

No |Program/Kegiatan Lokasi |Indikator | Besaran/Volume | Catatan |
Kinerja '
1 2 3 4 5 6
NIHIL

e ————— e ————
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
serta visi misi kepala daerah terpilih.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum
mengenai keadaan yang diinginkan terwujud pada akhir periode
perencanaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa Visi merupakan cita-cita
atau impian sebuah organisasi yang ingin dicapai dimasa depan guna
menjamin kelestarian dan eksistensi serta kesuksesan jangka panjang.
Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang terpilih periode 2021-2026
adalah sebagai berikut :

“MELANJUTKAN KETAPANG MAJU MENUJU MASYARAKAT
SEJAHTERA”,

Maju, mengandung arti berjalan (bergerak) ke muka, menjadi lebih baik,
membawa ke dalam keadaan lebih baik. Untuk terciptanya kemajuan tentu
perlu adanya pembangunan yang menyeluruh disegala aspek kehidupan.
Dalam konteks ini, kemajuan memiliki dimensi paling tidak terpenuhinya |
penyediaan infrastruktur dasar bagi seluruh masyarakat Kabupaten
Ketapang dan terpenuhinya penyediaan infrastruktur yang mendukung
perkembangan kemajuan memiliki dimensi paling tidak terpenuhinya
penyediaan infrastruktur dasar bagi seluruh masyarakat Kabupaten
Ketapang dan terpenuhinya penyediaan infrastruktur yang mendukung
perkembangan ekonomi masyarakat serta terwujudnya pemberdayaan
masyarakat.

Sejahtera, dalam kasus besar bahasa indonesia mengandung makna aman,
sentosa, damai, makmur dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, '
kesukaran dan sebagainya.

Kesejahteraan masyarakat adalah kata kunci dan indikator keberhasilan
pembangunan, dalam konteks ini, kesejahteraan memiliki dimensi : 1).
Kesejahteraan yang dinikmati oleh segenap komponen masyarakat secara
berkeadilan;
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2). Kesejahteraan yang betul-betul mampu mendorong terbentuknya pondasi
ekonomi yang kuat dan berkesinambungan; 3). Kesejahteraan yang mampu
mengurangi jurang kesenjangan antara miskin dan kaya; dan 4)
kesejahteraan yang mampu mengantarkan pada kondisi masyarakat yang
semakin beradab. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-
upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Secara umum dapat
dikatakan bahwa misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan
atau diperbuat oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi, Dengan kata
lain, misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula
memberikan petunjuk garis besar dalam pencapaian visi. Upaya mencapai
visi “Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera” itu akan
ditempuh melalui misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, terpercaya dan
berwibawa dalam pelayanan publik

2. Melanjutkan peningkatan pembangunan infrastruktur

3. Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing

4, Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang
merata dan berkeadilan

5. Memperkokoh landasan perekonomian masyarakat

6. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan

seluruh masyarakat ketapang.
Dari Misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang diatas, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang menjalankan Misi
ke 4 yaitu Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
yang merata dan berkeadilan.
Program Bupati dan Wakil Bupati Ketapang terpilih periode 2021-2026,
dibagi dalam fokus PANCA KARYA program prioritas yaitu :
1. Ketapang Sehat difokuskan untuk :
a. Pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan (Posyandu,
Puskesmas, Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
b. Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan yang meliputi
pelayanan kesehatan ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia
pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penyakit menular dan
penyakit tidak menular.

P e
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Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan termasuk obat,
vaksin, dan alat penunjang medis lainnya.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) bidang kesehatan
Pemerataan penempatan tenaga kesehatan diseluruh wilayah

kabupaten ketapang

2. Ketapang Cerdas difokuskan untuk :

£

Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan baik dari segi |
perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pengembangan,
pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan serta
optimalisasi pendapatan daerah

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, terstruktur dan
berbasis teknologi yang secara bersamaan dengan pengusulan
rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Selain itu, dalam
rangka penyebarluasan jaringan informasi, telah dilaksanakan upaya
melalui kerjasama dengan pihak ketiga

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dengan meningkatkan
persentase akreditasi pendidikan usia dini dan dasar, pemerataan
tenaga pendidik dan kependidikan diseluruh kabupaten ketapang |
dan meningkatkan jumlah cakupan peserta didik yang diberikan
bantuan (beasiswa)

Peningkatan prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan seperti
pada bidang olah raga, kepramukaan dan kewirausahaan dengan
penyediaan sarana dan prasarana pendukung kepemudaan seperti
gedung olahraga, youth creative center dan penyelenggaraan even
kreatif

Peningkatan dan pengembangan tata kelola pemerintahan desa
seperti halnya melanjutkan program Desa Mandiri

3. Ketapang Nyaman difokuskan untuk :

a.

Peningkatan rumah layak huni dan rumah tangga dengan sumber air
minum yang layak

Peningkatan ketersediaan jalan, jembatan, drainase, irigasi,
telekomunikasi dalam kondisi mantap

Peningkatan rasio konektivitas (termasuk relokasi bandara) dan

penerangan jalan umum
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d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pemanfaatan sumberdaya alam
dan penataan ruang yang asri dan berkelanjutan

e. Kenyamanan dan keamanan dalam berinvestasi

Ketapang Peduli difokuskan untuk :

Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Peningkatan perlindungan terhadap petani dan nelayan

Peningkatan kualitas hidup masyarakat

Pemberian bantuan ibadah keagamaan kepada tokoh masyarakat

e o0 o @

dan tokoh agama dan melanjutkan program hibah kepada sarana
ibadah

e. Peningkatan jumlah bantuan kepada penyandang masalah
kesejahteraan sosial

Ketapang Sejahtera difokuskan untuk :

a. Penurunan angka pengangguran

b. Penurunan angka kemiskinan

c. Peningkatan ketersediaan cadangan pangan (Pembangunan Food
Estate Kabupaten Ketapang) dan Peningkatan Kontribusi sektor
pertanian, perikanan, terhadap Product Domestic Regional Bruto
(PDRB)

d. Peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap Product
Domestic Regional Bruto (PDRB) dan Peningkatan daya beli

masyaralkat

Sembilan agenda strategis prioritas dalam pemerintahan lima tahun kedepan

disebut dengan NAWACITA sebagai agenda prioritas pembangunan nasional,

sebagai berikut :

a.

oo

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. ,
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah |
dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia.

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional |
sehingga bangsa indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-
bangsa asia lainnya.
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Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor

o

strategis ekonomi domestik.

h. Melakukan revolusi karakter bangsa.

i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial indonesia.
Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya

“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-

daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan”, tujuan yang akan

dicapai oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi serta Kementerian

Dalam Negeri dalam periode lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa;

b. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun
keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan
kawasan perdesaan;

Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;

e

d. Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di
wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;

e. Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam
menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;

f. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya;

meningkatkan dan memeratakan pembangunan daerah; dan |
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.

g. Meningkatkan pembangunan dan  pengembangan  pusat-pusat
pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan
perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkonektifitas
dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;

h. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru
yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah
untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

#
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Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan |
Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA), terdapat delapan Strategi
Pembangunan Nasional untuk mewujudkan NAWACITA yaitu :

a. Penguatan tata kelola desa yang baik melalui :

s Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Desa;

¢ Menyusun peraturan pelaksanaan perundang-undangan terkait dengan

UU ketransmigrasian, dan PP percepatan pembangunan daerah |
tertinggal;

e Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa;

b. Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum untuk pelayanan
dasar di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi,

¢. Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD,
dunia usaha dan masyarakat;

d. Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat;

e. Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat;

f. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang keamanan,
administrasi kependudukan, pertanahan, akta-akta, dan sebagainya;

g. Peningkatan koneksitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi
dan perhubungan di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan
transmigrasi;

h. Peningkatan dan penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan
antar daerah.

Strategi Pembangunan Nasional yang sangat terkait dengan tugas pokok |
dan fungsi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terdapat pada Strategi
ke -1 , ke-2 dan ke-7 yang kesemuanya bermuara pada kesejateraan
masyarakat.

Dalam kaitan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi juga telah mengeluarkan 5
(lima) produk Peraturan Menteri, yaitu :

a. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015.
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa.

b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan

Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
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¢. Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan |
Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Telaahan sesuai tupoksi, Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai |
dengan UU 23 tahun 2014, psl 12, point g, merupakan urusan pemerintahan
wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Fasilitasi Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan satu kesatuan (i) Tata Kelola
Pemerintahan Desa, (ii) Tata Kelola Lembaga Kemasyarakatan dan (iii) Tata
Kelola ekonomi dan lingkungan, adapun Lokus Pemberdayaan masyarakat |
desa adalah desa. Desa yang beberapa dekade menjadi obyek pembangunan,
dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi |
memiliki banyak keistimewaan sebagai subyek pembangunan. Alokasi Dana
Desa dan dana desa yang bersumber dari APBN menjadi salah satu sumber
APBDesa vyang menjanjikan bergeraknya roda pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat di desa menjadi lebih aktif dan dinamis.
Kewenangan kepala desa dan perangkat desa yang diimbangi dengan
perolehan gaji serta penghasilan tetap yang diatur dalam undang-undang
desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pamong desa ini |
sehingga dapat lebih kerja dalam melayani masyarakatnya. Kewenangan dan
alokasi dana yang besar yang diamanatkan UU Desa itu, tidak ada satu pasal
pun yang mengisyaratkan monopoli kebijakan Kepala Desa, Kepala Desa
akan  memikul tanggung jawab yang lebih  besar untuk
mempertanggungjawabkan semua kewenangan dan pengelolaan dana
dimaksud.
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Undang-undang Desa membuka ruang selebar-lebarnya bagi desa untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tidak hanya dana dan
kewenangan kepala desa yang istimewa, tetapi undang-undang ini
melengkapi dengan pengaturan penguatan kapasitas masyarakat desa dan
pembangunan desa melalui pilar-pilar lembaga kemasyarakatan di desa,
lembaga ekonomi desa dan peluang kerjasama antar desa, sehingga
memungkinkan desa untuk terbuka berkembang lebih pesat secara bersama.
Dari sekian banyak Undang-Undang yang mengatur tentang Desa sejak
Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun
2014 dapat menjadi pilihan yang sangat partisipatif mengedepankan desa.

Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam |
mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi
penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan
Desa sebagai unsur pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan
fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala Desa tidak terjebak
dalam jeratan hukum. Masyarakat Desa diharapkan juga ikut mengawasi dan
mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan
pembangunan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan
secara transparan dan akuntabel. Kewenangan dalam bimbingan dan
pengawasan melekat pada Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi maupun
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, hal ini menjadikan organisasi perangkat
daerah yang menangani urusan konkuren terkait dengan desa menjadi
penting. Perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah, membawa
konsekwensi logis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat
daerah, sehingga mendasar pada perubahan dimaksud, Renja Tahun 2023
disusun berdasarkan OPD sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten |
Ketapang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, |
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang.
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Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Ketapang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas |
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten I{etapang:
dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023,
sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan
masyarakat dan Pemerintahan Desa ini bersinergi dengan dokumen |
perencanaan lain, secara Nasional, maupun di tingkat Kabupaten.

Arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa :

1. Peningkatan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa;

2. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengembangan kawasan |
pedesaan

. Peningkatan fasilitasi data administrasi desa

. Peningkatan monitoring dan evaluasi data administrasi desa

. Peningkatan kapasitas dan peran Bumdesa

. Peningkatan peran SDM pengelola potensi desa dan kelembagaan Bumdesa

s oo A W

. Peningkatan identifikasi potensi dan kebutuhan desa
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang.

Berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026,
dimana dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari Visi
dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun
2021-2026. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Ketapang memiliki tujuan organisasi yaitu :
a, Tujuan :

1. Meningkatnya Kemandirian Desa;
b. Sasaran :

1. Meningkatnya Keberdayaan Desa.
Keterkaitan Tujuan dan sasaran strategis Selengkapnya sebagaimana Tabel
3.1. dalam daftar lampiran tabel. |
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Tabel 3.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran

NO TUJUAN SASARAN INDIEATOR }
SASARAN |
1. | Meningkatnya Meningkatnya Desa Status Mandiri.
Kemandirian Desa. Keberdayaan Desa.

Dalam rangka mencapai visi, misi daerah, tujuan dan sasaran strategis, telah
ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang
direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian
kinerjanya, indikator sasaran dimaksud sebagaimana tabel 3.2. dalam daftar

lampiran.

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang

No | Tujuan Indikator Sasaran Indikator Target sasaran
Tujuan Sasaran | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1. | Menigkatnya | Persentase Meningkatnya | Desa 37 44 51 58 65 72
kemandirain | Desa Mandiri | Keberdayaan Status desa | desa | desa | desa | desa d
desa Desa Mandiri S
1
L
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II1.3. Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang pada Tahun 2023, adalah sebagai |
berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat

dengan Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

& Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub
Kegiatan : '
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
e Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
d. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /
triwulanan / semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub
Kegiatan :
a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya.
b.  Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian.

c. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

d. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
4, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub
Kegiatan :
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

b.
c.
d.
e

e S
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Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

b. Pengadaan Mebel

C. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan
lainnya.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

dengan Sub Kegiatan :

a. Penyediaan jasa surat menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :

a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak
kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.

b. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

(o Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor
atau bangunan kantor lainnya
d. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung

gedung kantor atau bangunan kantor lainnya

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa

a. Fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten/kota

b. Fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam
kabupaten/kota

PROGRAM PENATAAN DESA

Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa dengan Sub Kegiatan :

a. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status
Desa.

o 8 Fasilitasi tata wilayah desa

o Fasilitasi sarana dan prasarana desa
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D. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan Desa

S - -

Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
Fasilitasi penyusunan produk hukum desa

Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Kerjasama antar
desa

Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian
kepala desa

Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
Fasilitasi penyusunan profil desa

Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan
kelurahan

E. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di
Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang
masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota.

a.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Adat.

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan
Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna

Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan
Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

e e
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Selengkapnya rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun 2024 '
sebagaimana dalam daftar lampiran.
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— TABEL TC 33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN KETAPANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Urusan/Bidang Urusan Tahun 2024 13&34“” :.EN._M.-D_.ME:B
Kode Fasnesintalion Dess den Indikator Kinerja Catatan penting -
Program Kegiatan dan Sub Tarpet copaian Target e
Kegiatan Lokasi R Pagu Indikatif | Sumber Dana A = a

PENUNJANG URUSAN|Persentase penunjang urusan| Kab. Ketapang 100% 8.936.955.000 | APBD Kab. 100% 9.026.955.000
PEMERINTAHAN DAERAH pemerintahan yang terpenuhi Ketapang

sesual standar

Nilai SAKIP DPMPD B BB

Nilai IKM DPMPD BB BB
Perencanaan, Pengawasan|Persentase pelaporan capaian 100% 180.000.000 100% 180.000.000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat|kinerja dan keuangan vyang|
Daerah tepat waktu
Penyusunan dokumen|jumlah Dokumen Perencanaan 3 dok 90.000.000 3 dok 80.000.000
perencanaan perangkat daerah |Perangkat

Daerah
Koordinasi dan penyusunan|lumlah Laporan Capalan Kinerja) 4dok 90.000.000 4 dok 90.000.000
laporan capaian kinerja dan|dan lkhtisar Realisasi Kinerja)
ikhtisar realisasi kinerja SKPDJSKPD dan  Laporan  Hasil

Koordinasi Penyusunan Laporan
Capalan Kinerja dan lkhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Persentase Peningkatan 100% 6.135.800.000 100% 6.135.800.000
Perangkat Dasrah Kualitas Administrasi Keuangan
Sesuai Standard yang di
tetapkan

Penyediaan Gaji dan Tunjanganjjumlah Orang yang 50 org/bin 5.800.000.000 55 org 5.800.000.000
ASN Menerima Gaji dan

Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil 18 dok 216.000.000 22 dok 216.000.000
Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN




Koordinasi dan  penyusunan

Jumlah Laporan Keuangan Akhir

1liap

52.900.000

59.900.000

yang Disediakan

lembar

laporan  keuangan akhiriTahun SKPD dan Laporan Hasi
tahun SKPD Koordinasi Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD
Koordinasi dan penyusunanflumlah Laporan Keuangan 3 lap 59.900.000 3lap 59.500.000
laporan keuangan|Bulanan/ Triwulanan/
bulanan/triwulan/ Semesteran SKPD dan Laparan
semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan

Keuangan
Administrasi Kepegawaian|Persentase Peningkatan 100% 284.325.000 100% 324.325.000
Perangkat Daerah Kualitas Administrasi

Kepegawalan Sesual Standard)

yang di tetapkan
Pengadaan  pakaian  dinas/jumiah Paket Pakaian Dinas| 1 paket 204.325.000 1 paket 204.325.000
beserta atribut{beserta Atribut 297 stel 80 stel
kelengkapannya Kelengkapan
Pendataan dan pengolahanjlumiah Dokumen Pendataan 5 dok 40.000.000 5 dok 40.000.000
ladministrasi kepegawaian dan Pengolahan

Administrasi Kepegawalan
Pendidikan dan pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan 12 arang 40.000.000 14 orang 80.000.000
pegawai berdasarkan tugas Tugas dan Fungsi yang
dan fungsi Mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan
Administrasi Umum| Persentase pelayanan 100% 753.830.000 100% 753.830.000
Perangkat Daerah administrasi umum  yang

i

Penyediaan Komponen|lumlah Paket 10 paket 70.000.000 10 paket 70.000.000
instalasl listrik fpenerangan|Komponen Instalasi
bangunan kantor Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor yang Disediakan
Penyediaan bahan logistik|lumiah Paket Bahan Logistik 17 paket 160.000.000 19 paket 160.000.000
kantor Kantor yang

Disediakan
Penyediaan barang cetakan{lumizah Paket Barang Cetakan 1 paket 60.000.000 1 paket 60.000.000
dan penggandaan dan Penggandaan 60000 Ibr 60.000




Penyediaan bahan bacaan dan

Jurnlah Dokumen Bahan Bacaan

8.000.000

5 buah

B.00C.000

biaya pemeliharaan, dan pajak
kendaraan percrangan dinas
atau kendaraan dinas jabatan

Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

peraturan perundang-|dan  Peraturan  Perundang-
undangan Undangan yang disediakan
Penyelenggaraan rapat|lumiah Laporan B0 455.830.000 &0 455.830.000
koordinasi dan konsuitasi SKPD |Penyelenggaraan  Rapat laparan laporan
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
M-.!nunnu: Barang  Milik]Persentase peningkatan 100% 770.000.000 100% £20.000.000
Daerah Penunjang Urusan|pengadaan barang yang sesuai
ketentuan
Pengadaan kendaraan|Jumiah Unit Kendaraan 3 unit 600.000.000 3 unit 600.000.000
perorangan dinas atau|Perorangan Dinas atau
kendaraan dinas jabatan Kendaraan Dinas Jabatan yang
Disediakan
Pengadaan mebel Jumlah Paket Mebel yang 30 unit 70.000.000 15 unit 70.000.000
Disediakan
Pengadaan sarana dan|lumlah Unit Sarana dan 8 unit 100.000.000 13 unit 150.000.000
prasarana gedung kantor atau|Prasarana Gedung Kantor atau
bangunan lainnya Bangunan Lainnya yang
Disedial
{Penyediaan Jasa Penunjang|Persentase peningkatan 100% 1B8.000.000 100% 188.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah |kualitas  jasa penunjang
administrasi yang baik
Penyediaan Jasa Surat{lumiah Laporan Penyediaan 1648 20.000.000 1648 20.000.000
Menyurat Jasa Surat laporan laporan
Manyurat
Penyediaan lJasa Komunikasi,|[lumiah Laporan Penyediaan 3 rek 168.000.000 3 rek 168.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sumber Daya 12 bin 12 bin
Adr dan Listrik yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik|Persentase pemeliharaan 100% 625.000.000 1009 625.000.000
Daerah Penunjang Urusan|barang yang baik
|Pemerintahan Daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan, [lumlah Kendaraan Perorangan 11 unit 345.000.000 11 unit 345.000.000




Pemeliharaan/rehabilitasi

Jumilah Gedung Kantor dan

1 unit

200.000.000

kabupaten/kota

Pihak Ketiga dalam
Kabupaten/Kota

1 upit
gedung kantor dan bangunan|Bangunan Lainnya
lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi
Pemeliharaan/rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana 15 unit 40.000.000 15 unit 40.000.000
sarana dan prasarana gedung|Gedung Kantor atau
kantor atau bangunan lainnya |Bangunan Lainnya
vyang
Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/rehabilitasi Jumlah Sarana dan 15 unit 40.000.000 15 unit 40.000.000
sarana dan prasaranalPrasarana Pendukung Gedung
pendukung gedung kantor atau|Kantor atau Bangunan Lainnya
bangunan lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Status|PENINGKATAN KERIASAMA Persentase desa Yang 9,9% 400.000.000 11,9% 400.000.000
DESA menjalankan kerjasama dalam
pengembangan perekonomian
desa
Persentase desa yang 40% 60%
meningkat status menjadi desa
mapan
Fasilitasi Kerja Sama Antar Persentase desa g— 6,32% 400.000.000 7.51% 400.000.000
|Desa difasilitasi  kerjasama i_u..._
desa dan dengan pihak ketiga
Fasilitasi Kerja sama antar desa |Jumiah Dokumen Kerja Sama 12 dok 300.000.000 13 dok 300.000.000
dalam kabupaten / kota Antar Desa dalam
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Kerja sama antar desa [Jumlah Dokumen Kerja 14 dek 100.0:00.000 20 dok 100.000.000
dengan pihak ketiga dalam Sama Antar Desadengan




mendapat pembinaan dengan
baik

PENATAAN DESA Persentase desa yang memiliki 5.769.260.000 6.163.520.000
batas wilayah yang jelas
Persentase realisasi pemekaran 18% 22%
desa
Penyelenggaraan  Penataan| Persentase desa yang 37% 1.900.000.000 59% 2.294.260.000
Desa menetapkan batas desa sesual
juknis
Persentase sarana prasarana 50% 3.869.260.000 S0% 3.869.260.000
desa yang difasilitasi
Pembentukan, penghapusan,| Jumlah Desa yang Melakukan 11 calon desa 900.000.000 9 calen 900.000.000
penggabungan dan perubahan|Pembentukan, Penghapusan, desa
status desa Penggabungan, dan
Perubahan
Status Desa
Fasilitasi Tata Wilayah Desa lumilah Desa yang 32 desa 1.000.000.000 32 desa 1.394.260.000
Terfasilitasi  Penataan
Wilayahnya
Fasilitasi Sarana dan Prasara na| Jumlah Sarana dan Prasarana 10 unit 3.869.260.000 10 unit 3.869.260.000
Desa Desa
ADMINISTRASI Persentase desa yang tata 71% 6.113.250.000 79% 6.113.250.000
PEMERINTAHAN DESA kelota administrasi
pemerintahan desa baik
Persentase peningkatan 66% 1.550.000.000 78% 1,550.000.000
bumdes aktif
Pembinaan dan Pengawasan|Persentase desa dengan 66,7% 6.113.250.000 70% 6.113.250.000
|Penyelenggaraan Administrasi| penyelenggaraan administrasi
Pemerintahan Desa tepat waktu
Persentase Bumdes  vyang 100%: 1.550.000.000 100% 1.550.000.000




Pemberhentian Perangkat Desa

Fasilitasi penyelenggaraan|lumiah Dokumen 253 dok 2.200.000.000 253 dok 2:200.000.000
administrasi pemerintahan| Penyelenggaraan Administrasi
desa Pemerintahan Desa
Fasilitasi penyusunan produkilumiah Dokumen Hasil 7 dok perbup 250.000.000 5 dok 250.000.000
hukum desa Penyusunan Produk perbup

Hukum Desa
Fasilitasi penyusunan|jumiah Dakumen Hasil 4 dok 400.000.000 5 dok 400.000.000
perencanaan  pembangunan|Penyusunan
desa Perencanaan Pembangunan

Doca
Fasilitasi pengelolaanilumiah Dokumen Pengelolaan 175 deok 900.000.000 200 dok S00.000.000
keuangan desa Keuangan Desa
Pembinaan peningkatan|Jumiah Aparatur| 253 #12.250.000 253 £13.250.000
kapasitas aparatur pemerintah|Pemerintah Desa yang orang orang
desa Mengikuti Pembinaan

Peningkatan Kapasitas
Pembinaan dan pemberdayaan|jumiah Dokumen Hasil 137 bumdes dan 1.550.000.000 197 1.550.000.000
BUM Desa dan lembaga kerja|Pembinaan dan 5 bumdes terbalk bumdes
sama antar desa Pemberdayaan BUM Desa dan| dan 5

Lembaga Kerja bumdes

Sama antar Desa terbaik
Penyelenggaraan  pemilihan, | Jumlah Laporan Hasil} llap 350.000.000 llap 300.000.000
pengangkatan dan|Penyelenggaraan Pemilihan,
pemberhentian kades Pengangkatan dan

Pemberhentian

Kepala Desa
Fasilitasi pengangkaten dan|Jumlah Laporan 1liap 100.000.000 1lap 150.000.000
pemberhentian perangkat desa|Pengangkatan  dan




tepat guna

Pemanfaatan Teknologi Tepat|
Guna

Fasilitasi  penyusunan  profillJumlab dokumen profil desa 253 dok 350.000.000 253 dok 350.000.000
desa
FasHitasi evaluasi|Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi 253 data IoM 750.000.000 253 data 750.000.000
perkembangan desa serta|Perkembangan Desa serta dan 4 desa 1DM dan
lomba desa dan kelurahan Lomba Desa dan Kelurahan peserta lomba 4 desa
peserta
PEMBERDAYAAN LEMBAGA|Persentase lembaga dan kader| 100% 3.090.675.000 100% 3.190.675.000
KEMASYARAKATAN, desa yang aktif
LEMBAGA ADAT, DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pemberdayaan Lembaga|Persentase lembaga dan kader 1009 3.090.675.000 100% 3.190.5675.000
Kemasyarakatan yang|desa yang diberdayakan dalam
bergerak di Bidang| pengelolaan potensi desa
Pemberdayaan Desz dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota serta
Pemberdayaan  Masyarakat
Hukum Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang
sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan kapasitas|Jumiah Lembaga 12 440.675.000 16 440.675.000
kelembagaan lembaga| Kemasyarakatan lembaga lembaga
kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
desa/keluraban (RT,RW, PKK (Posyandu, LPM, dan Karang
posyandu, LPM, dan karang|{Tarunaj, Lembaga Adat)
taruna), lembaga adat|Desa/Kelurahan dan
desa/kelurahan dan|Masyarakat Hukum Adat
masyarakat hukum adat. yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Fasilitasi pengembangan usahaJumiah Dokumen Hasil Fasilitasi & dok 300.000.000 B dok 400.000.000
ekonomi  masyarakat  dan|Pengembangan Usaha Exonomi
pemerintah desa dalam|Masyarakat dan Pemerintah
meningkatkan pendapatan asliiDesa dalam  Meningkatkan
desa Pendapatan Asii Desa
Fasilitasi pemerintah  desajJumiah Laporan Hasil Fasilitasi 7 300.000.000 9 300.000.000
dalam pemanfaatan teknologi|Pemerintah Desa dalam laporan laporan




bt lFasilitasi bulan bhakti gotong|iumiah Laporan HasilFasilitasif [ 1laporan— 50.000.000]— T lperan—— 50.000.000 )} —
royong masyarakat Bulan Bhakti
Gotong Rovong Masyarakat
Fasilitasi tim penggerak PKK|Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 3 dok 2.000.000.000 3 dok 2.000.000.000
dalam penyelenggaraan|Tim  Penggerak PKK  dalam
gerakan pemberdayaan| Penyelenggaraan Gerakan
masyarakat dan kesejahteraan|Pemberdayaan Masyarakat
keluarga dan Kesejahteraan
Keluarga

25.860.140.000 26.444.400.000




BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen |
pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan
keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (stakeholders) dalam |
menciptakan Good Gavernance, yang pada gilirannya akan mampu
menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga
keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada tahun 2024 terdapat 5 Program, 11 Kegiatan dan 42 Sub kegiatan.
Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan bm‘u,:
kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru maka dimungkinkan |

untuk terjadinya perubahan dengan mekanisme diusulkan dalam perubahan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Adapun Rencana Program, Kegiatan,
dan Sub Kegiatan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang sebagaimana dalam :

daftar lampiran.

A ——
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kab.Ketapang 47




023
Cancome) eglatan pbrinde Restra Lokasi
Sasmran/Tujuan Kegiatan e Al penanggung
e Perencanaan | Target {Ra) arget {Re) arget (Re) arget L] Target e} Target (Rp} Jjawah
Wilah  Reformasi| PERUSLIANG URUSAN |Pementase pemunjsng wrusan) 100% 0% | B.550.000.000 | 100% &7ro00000 | 100% BSE2E30000 | 100% 117.360.450 | 100% SEFIINTEN | 100% 44844 297373
Bisirasi DPMPD | PENERINTARAN DAERAH ¥ang
sasual Handar
Milal SAKIP DPMPT BE BB e B BB
Nilal 1N DPMPD [ BE BE B8 A A
capatan 200 180% IBO.000.000 | 100 210.000.000 | 100% TI0.000.000 | 106% 20730450 | 100% 210,000,000 | 100% 1020, 725 A5 | Dirss
dan Evaluati Kinarfalkineria dan  kouangan  yang Pernbardayaan
Perangiat Daerah | tepat walktu | Margacakat dan
Peendes
{Ketapang
Py udai dokurmen | himdsh Dokurnen PRencanasn, 2 dok 3ok 500000001 3 dok S5000.000 | 3 dok Q00000 | 3ok Q00.000] 3 ok 55000000 18 dok TTL000.00
PErERCanaan perangkst | Perangkat
LR Dt
Eoordinesl dan  pemyutunan (umish  Dolumen  REk-SEPD) Lok 1 ok 20.000000] 1 dok 25.000.000 1 dok 200000| 1dok TI0AS0| 1 dok 25.000000| &gk 170.735 450
|Bokumen RKA-SKFD don Laporan Hendl Koordinasd
Pemumonan  Diolamnen Rl
SEED
dan it 1ok 1 dok 000000 1 dok 25000000 1 dok 5000000| 1dok 000L000] 1 dak 2000000] & dok 120,000,000
|dokumien  perubshan __5.__55&5 den Lepositr . Hasdl
SEPD Knordinas! Pempusunan
Dokurmen Perubaben REA-SIRD
Kogrdinas! dan pemywsonan|hemiah  Cokomen  ORA-SOPD| 1ok 1 dak W000000| 1dak 25000000 1dok 2500000 1sak 25000000] ook SE000.000] & dok L0 £ 100
DF&-SKPD dan Laporan Hasil Eppedinau
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AR
Konedingsl dan  penysunes (lumiah Dol Perubahsn 1 dok 1 dok 200000001 1ok 5000000 1dok #0000 ook 5000000 1dok O00] 6ok 120,000,100
perubshan DPA-SKRD DPASKPD dan Laparan Hasd
Ko PeerasUnan
Dolumen Perubahan GFA:SKPD
Kogedingst  dan  peTpURnGn (umish  Laporan | Capaian) 7 dok 4ok Sa000.000| 4dok SLO00000 | & dok <Epo0000| 4ook Se000.000| &dok S5.000.0007 23 dok 0000000
laporan capainn  knerja danKineria dan fvtisar Realul|
ihalsar  realisas  Wnerja|iGeeris SEPD dan Laporas Hash
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Laporan Capaian Enerls dan
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Peranghat Daerah
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(vang di eesapkan
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Semasiaran SKFD dan Laporan
Kocedhnas Fenyumunan
100%. 100% 100% 100% 0%
Mepegawhien Sevuai Fendsrd
Pengadagn  pakalan - dinesiiomigh Faket Fabalan Dinzs) = 1 palost 1 paket 1 paEr 1 paket
|beserta a Bl 0 el = e
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Fasilitasl Tats Wilayah Desa 30 dess 37 desm &5 desa 55 desa 45 dosy 230 desa
Jumiah Sarans dan Prasacana A0 wnit 0unea 10 gnit 10 unit 10 umin 10 uniz
|Persentate desa yang tatal = TN T BESN 100%: 100%
pemertntahan desa bk
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BABV
PENUTUP

Pendanaan merupakan salah satu faktor yang turut menentukan
keberhasilan dari rencana yang telah disusun. Untuk dapat mencapai
rencana tersebut maka diperlukan dukungan dana baik yang Bersumber dari
APBN serta APBD Propinsi maupan APBD Kabupaten.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk
Tahun Anggaran 2024 pada rencana kerja ini mengusulkan pendanaan
dengan sumber dana yang berasal dari dana APBD Kabupaten Ketapang
sebesar Rp 25.905.815.000,00.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2021-2026
serta target dan Sasaran Pembangunan, Rencana Kerja ini sebagai bahan
dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang
bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk
mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan
yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil
Bupati diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta
berkelanjutan dengan sesama Organisasi Perangkat Daerah lingkup
Kabupaten Ketapang maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Ketapang, 7 Desember 2022
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